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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
NOMOR : 140/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/V/2026
TANGGAL : 6 MEI 2026

STANDAR PELAYANAN PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas. 8.

8. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.



10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Pengangkatan Anak.

15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat

pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang

Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan

Perkara.

22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri



2. Persyaratan 1. Surat permohonan asli dan salinan surat permohonan

sejumlah 2 (dua)/menyesuaikan jumlah termohon dan

Soft copy permohonan dalam bentuk file format MS. Word

sedangkan untuk pendaftaran melalui Aplikasi E-court

yang perlu disiapkan adalah Surat Kuasa (format Pdf),

Surat permohonan (format word dan pdf) dan bukti awal

(format Pdf).

2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

Kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

suratkuasa insidentil;

3. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas

3. Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan;

2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas

perkara, menghitung panjar biaya perkara;

3. Kasir membuat surat untuk membayar (SKUM),

menerima bukti setoran dari Pemohon, memungut dan

menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

mengimput dalam SIPP dan mencatat ke dalam buku

Jurnal Keuangan;

4. Kasir Menginput data perkara pada aplikasi SIPP dan

mencatat pada Buku Register Induk

5. Panitera Muda Perdata Memeriksa kelengkapan berkas

perkara sebelum diserahkan ke KPN/ WKPN

6. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung II menunjuk

hakim melalui SIPP;

7. Panitera menunujuk Panitera Pengganti melalui SIPP,

menunjuk Jurisita/JSP melalui SIPP;

8. Meja II mencatat penunjukan Hakim dan Panitera

Pengganti serta Jurusita /JSP ke dalam buku Register;

9. Hakim membuat penetapan hari sidang melalui SIPP;

10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari hakim

dan menyampaikan penetapan kepada Jurisita/JSP

untuk memanggil Pemohon;

11. Jurisita/JSP menerima penetapan hari sidang dan

membuat relasss panggilan kepada para pihak;



12. Jurusita/JSP Menginput Relaas Panggilan ke dalam

SIPP dan menyerahkan Relaas Panggilan kepada

Panitera Pengganti;

13. Hakim proses persidangan, sidang pengucapan

Penetapan/putusan;

14. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang

telah minutasi kepada Panitera Muda Perdata;

15. Panitera Muda Perdata Menyerahkan berkas perkara

yang sudah minutasi ke Panitera Muda Hukum untuk

diarsipkan.

4. Jangka waktu

penyelesaian

1 Bulan

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor : 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal

10 Maret 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung.

6. Produk

pelayanan

Penetapan Perkara Perdata Permohonan

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputerdan Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id



masukan /

apresiasi

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

MEDIASI BERHASIL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentag

Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014



Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat

pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan

Perkara.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan



Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Gugatan/Perlawanan/Bantahan asli dan salinan

surat Gugatan/Perlawanan/Bantahan sejumlah 2

(dua)/menyesuaikan jumlah Tergugat dan Soft copy

permohonan dalam bentuk file format MS. Word sedangkan

untuk pendaftaran melalui Aplikasi E-court yang perlu

disiapkan adalah Surat Kuasa (format Pdf), Surat

permohonan (format word dan pdf) dan bukti awal (format

Pdf).

2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

Kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

suratkuasa insidentil;

3. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Petugas PTSP menerima Gugatan/Perlawanan/Bantahan;

2. Meja II Perdata meneliti Dokumen

Gugatan/Perlawanan/Bantahan;

3. Kasir menghitung panjar biaya perkara, memberikan slip

setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank

serta membuat surat untuk membayar (SKUM), menerima

bukti setoran Bank dari Penggugat, menyetor Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP), menginput panjar biaya

perkara ke SIPP serta mencatat dalam buku jurnal

keuangan;

4. Meja II menginput data perkara ke dalam SIPP dan

mencatat perkara ke Buku Register Induk, ;

5. Memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum

diserahkan ke KPN/ WKPN



6. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II menunjuk

hakim melalui SIPP; Panitera menunjuk Panitera

Pengganti melalui SIPP, menunjuk Jurisita/JSP

melalui SIPP;

7. Meja II mencatat penunjukan Hakim dan Panitera

Pengganti serta Jurusita /JSP ke dalam buku Register

Induk, menyerahkan berkas perkara kepada Hakim;

8. Hakim membaca dan mempelajari berkas dan membuat

penetapan hari sidang melalui SIPP;

9. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari majelis

hakim yang telah ditetapkan;

10. Jurusita/JSP menerima penetapan hari sidang dan

membuat relaas panggilan kepada para pihak;

11. Jurusita/JSP menyampaikan relaas panggilan kepada

para pihak;

12. Majelis hakim sidang pertama dan melaksanakan

mediasi ;

13. Menginput Pelaksanaan Mediasi pada SIPP dan mencatat

pada Register Induk;

14. Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian, menyusun

dan mengucapkan putusan perdamaian dan menginput

SIPP;

15. Menginput tanggal, amar putusan, edoc putusan pada

SIPP dan Direktori Putusan serta mencatat pada Register

Induk;

16. Panitera Penggati menyerahkan berkas perkara untuk di

minutasi;

17. Menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasi ke

Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

4. Jangka waktu

penyelesaian

75 Hari



5. Biaya/tariff Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10

Maret 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung.

6. Produk

pelayanan

Penetapan Perdata Gugatan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputerdan Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

MEDIASI GAGAL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman

Penyusunan standar Operasional Prosedur tentang

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014



Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama

dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan

Perkara.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan SK

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Persyaratan 1. Surat Gugatan/Perlawanan/Bantahan asli dan salinan surat

Gugatan/Perlawanan/Bantahan sejumlah 2

(dua)/menyesuaikan jumlah termohon dan Soft copy

permohonan dalam bentuk file format MS. Word sedangkan

untuk pendaftaran melalui Aplikasi E-court yang perlu

disiapkan adalah Surat Kuasa (format Pdf), Surat

permohonan (format word dan pdf) dan bukti awal (format

Pdf).

2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

Kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

suratkuasa insidentil;

3. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas

3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima Gugatan/Perlawanan/Bantahan.

2. Meja II Perdata meneliti Gugatan/Perlawanan/Bantahan.

3. Panitera Muda Perdata menghitung panjar biaya perkara.

4. Kasir memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang

harus dibayar ke Bank serta membuat surat untuk

membayar (SKUM), menerima bukti setoran Bank dari

Penggugat, menginput panjar biaya perkara ke SIPP serta

mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan kas

bantu memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP), menginput dalam SIPP dan mencatat ke

dalam buku Jurnal Keuangan.

5. Meja II menginput data perkara ke dalam SIPP dan

mencatat perkara ke Buku Register Induk, menyusun

kelengkapan berkas perkara dan Memeriksa kelengkapan

berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/WKPN

6. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II menunjuk

hakim melalui SIPP.

7. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP,



menunjuk Jurusita/JSP melalui SIPP.

8. Meja II mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

serta Jurusita /JSP ke dalam buku Register Induk,

menyerahkan berkas perkara kepada Hakim.

9. Hakim membaca dan mempelajari berkas dan membuat

penetapan hari sidang melalui SIPP.

10. Jurusita/JSP menerima penetapan hari sidang dan

membuat relaas panggilan kepada para pihak.

11. Jurusita/JSP menyampaikan relaas panggilan kepada para

pihak.

12. Majelis hakim sidang pertama dan melakukan upaya

perdamaian

13. Hakim Mediator memediasi. Persidangan

14. Panitera pengganti membuat berita acara.

15. Majelis hakim menyusun, membacakan putusan,

menginput amar putusan kedalam SIPP

16. Panitera penggati melaporkan tanggal putusan dan

mengambil materai

17. Meja III mencatat tanggal dan amar putusan ke dalam buku

Register.

18. Kasir mencatat pengeluaran biaya materai dan biaya

redaksi pada SIPP dan buku jurnal keuangan.

19. Panitera penggati mengunggah /upload file putusan lengkap

ke SIPP, menyerahkan berkas perkara untuk di minutasi.

20. Majelis hakim menginput amar dan tanggal putusan ke

dalam SIPP.

21. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang

sudah di putuskan dan diiput ke dalam SIPP, Menyerahkan

berkas perkara yang sudah BHT.

4. Jangka Waktu

Penyelesaian
5 Bulan

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya.

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh SK

Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II Nomor :

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10 Maret 2026

Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri



Pulau Punjung Kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan Negeri

Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :

1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau Punjung.

6. Produk

pelayanan

Penetapan Perdata Gugatan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer dan Printer

4. Buku Register Induk Perkara

Gugatan/Perlawanan/Bantahan

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara

Gugatan/Perlawanan/Bantahan

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1,S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UPAYA BANDING

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat

pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada



Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Pemohon/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan

banding.

2. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika

ada

3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

surat kuasa insidentil

4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas

3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan Upaya hukum

banding.

2. Meja III memeriksa kelengkapan berkas permohonan

Banding.

3. Panitera Muda Perkara Perdata meneliti berkas

permohonanbanding berikut tenggang waktu pengajuan.

4. Kasir menghitung besar panjar biaya perkara banding,

memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus

dibayarkan ke Bank serta membuat surat untuk

membayar (SKUM), menerima bukti setoran dari

Pembanding dan membukukannya ke SIPP dan Buku

Jurnal keuangan.

5. Membuat Akta Permohonan Banding melalui SIPP.

6. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta

permohonan banding

7. Panitera Menandatangani akta permohonan Banding

8. Meja III mencatat Permohonan banding dalam buku

register induk serta buku register banding berdasarkan

data SIPP.

9. Panitera menunjuk jurusita/JSP melalui SIPP

10.Kasir mengeluarkan biaya pemberitahuan dan mencatat

dalam SIPP serta buku jurnal keuangan SIPP.

11.Jurusita/JSP Pemberitahuan kepada Terbanding.



12.Meja III menerima memori Banding, memasukan data ,

penerimaan memori banding ke SIPP, mencetak akta

penerimaan memori Banding dari SIPP, mencatat kedalam

buku register induk dan Banding dari data SIPP.

13.Kasir mengeluarkan biaya pemberitahuan dan menginput

dalam SIPP serta mencatat dalam buku jurnal keuangan

SIPP.

14.Jurusita/JSP menyerahkan salinan Memori Banding

kepada Termohon banding.

15.Meja III menginput tanggal penyerahan memori Banding

ke SIPP dan mencatat dalam buku Register Banding,

menerima kontra Memori banding memasukan data,

menerima memori banding ke SIPP, mencetak akta

penerimaan kontran memori banding dari SIPP, mencatat

buku register induk dan banding.

16.Panitera Muda Perdata Menyusun dan membuat surat

pengantar pengiriman berkas banding.

17.Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman berkas

Banding setelah diparaf Panmud Perdata

18.Menginput tanggal dan Nomor Surat pengantar dan

mengirimkan berkas Banding serta Mencatat tanggal dan

nomor surat pengantar di SIPP dan register

19.Arsip berkas perkara Banding di simpan di arsip aktif.

4. Jangka

waktu

penyelesaian

30 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II Nomor:

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10 Maret

2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan

Negeri Pulau Punjung Kelas II

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau



Punjung.

6. Produk

pelayanan

Berkas Upaya Hukum Banding Terkirim

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer dan Printer

4. Buku Register Banding

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1.Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id

2.Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3.Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4.Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5.Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7.Melalui nomor WA : 085175097392

8.Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001

tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak

Memenuhi Persyaratan Formal.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.



11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen

Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik

sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara

Elektronik

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

Secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung



dan Badan Peradilan di Bawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

2. Persyaratan 1. Pemohon/Kuasanya hadir dan menyatakan Permohonan

kasasi.

2. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi jika

ada

3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

surat kuasa insidentil

4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas

3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan Kasasi

2. Meja III memeriksa kelengkapan berkas

permohonan Kasasi.

3. Panitera Muda Perkara Perdata meneliti berkas

permohonan kasasi berikut tenggang waktu pengajuan.

4. Kasir menghitung besar panjar biaya perkara kasasi,



memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus

dibayarkan ke Bank serta membuat surat untuk

membayar (SKUM), menerima bukti setoran dari

Pembanding dan membukukannya ke SIPP dan Buku

Jurnal keuangan . selanjutnya Menyetor PNBP.

Menginput data permohonan Kasasi pada SIPP dan

mencatat pada Buku Register Induk serta Register Kasasi

SIPP, Berkas perkara, Buku Register Induk 1 Jam Data

perkara sudah terinput pada SIPP dantercatat pada Buku

RegisterInduk

Meja III Membuat Akta Permohonan Kasasi melalui SIPP.

5. Panitera Menandatangani akta permohonan kasasi setelah

di paraf.

6. Jurusita/JSP Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi.

7. Kasir mengeluarkan biaya pemberitahuan, menyetor

PNBP, menginput biaya pemberitahuan dan PNBP dalam

SIPP serta buku jurnal keuangan SIPP.

8. Melakukan pemberitahuan Kasasi kepada Termohon

9. Meja III menerima memori Banding, memasukan data ,

penerimaan memori Kasasi ke SIPP, mencetak akta

penerimaan memori Kasasi dari SIPP, mencatat kedalam

buku register induk dan Kasasi dari data SIPP.

10. Jurusita/JSP menyerahkan salinan Memori Kasasi

kepada Termohon Kasasi.

11. Meja III menginput tanggal penyerahan memori kasasi ke

SIPP dan mencatat dalam buku Register Kasasi, menerima

kontra Memori kasasi memasukan data menerima memori

kasasi ke SIPP, mencetak akta penerimaan kontran

memori kasasi dari SIPP, mencatat buku register induk

dan Kasasi.

12. Kasir Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan memcatat

dalam SIPP serta buku jurnal keuangan SIPP.

13. Jurusita/JSP menyerahkan salinan kontra memori kasasi

kepada pemohon kasasi.

14. Meja III menginput tanggal penyerahan salinan kontra

Memori Kasasi ke SIPP dan mencatat dalam buku Register

kasasi



15. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk

melakukan pemberitahuan kepada Pemohon dan

Termohon untuk melaksanakan Inzage

16. Mengeluarkan biaya pemberitahuan Inzage Menginput

biaya pemberitahuan pada SIPP dan mencatat pada Buku

Jurnal Keuangan

17. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan Inzage kepada

Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon

melaksanakan Inzage.

18. Meja III Mengunggah dokument elektronik bundel B dan

Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas

Kasasi.

19. Meneliti dan memberi paraf konsep akta permohonan

Kasasi, memeriksa berkas permohonan Kasasi,

Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas

Kasasi.

20. Melakukan pembayaran biaya proses perkara Kasasi

menggunakan virtual account.

21. Melakukan unggah dokumen elektronik Bundel B dan

surat pengantar serta melakukan pengiriman berkas

kasasi yang telah diberi barcode.

22. Melakukan input tanggal dan nomor pengiriman berkas

Kasasi pada SIPP dan mencatat pada register.

23. Menerima Berkas Kasasi dari Mahkamah Agung

24. Melakukan input data putusan Kasasi pada SIPP serta

melakukan pencatatan pada register.

25. Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan

pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon dan

Termohon.

26. Kasir Mengeluarkan biaya pemberitahuan putusan Kasasi

Menyetor PNBP Menginput biaya pemberitahuan dan

PNBP pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal

Keuangan.

27. Melaksanakan pemberitahuan putusan Kasasi kepada

Pemohon dan Termohon.

28. Menginput tanggal pemberitahuan putusan Kasasi pada

SIPP dan mencatat pada register.



29. Panitera Muda perdata Arsip berkas perkara kasasi

disimpan di arsip.

4. Jangka waktu

peyelesaian

65 Hari

5. Biaya/tariff Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor:129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10

Maret 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung.

6. Produk

pelayanan

Berkas Upaya Hukum Terkirim

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer dan Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Buku Register Induk Perkara Gugatan/

6. Buku Register Kasasi

7. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00



5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH)

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016



tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan

Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

sebagiaman telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan

Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan

Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum.

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,

PerdataAgama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Secara Elektronik.



16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang

Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat permohonan Konsinyasi.

2. Melampirkan dokumen awal : Fotocopy identitas

Pemohon dan Termohon, Surat Kuasa yang sudah

didftarkan di Kepaniteraan Hukum dan Surat tugas dari

instansi terkait

3. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

4. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk

dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah

Penetapan Ganti Kerugian.

5. Surat keputusan Gubernur, bupati/ wali kota tentang

penetapanlokasi pembangunan

6. Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi

7. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang

berhak atas objek pengadaan tanah.

8. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda



3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat

diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah

dihitung oleh kasir;

1. Petugas PTSP menerima permohonan Konsignasi

2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan

3. Kasir menghitung besar panjar biaya perkara dan

PNBP, memberikan slip setoran panjar biaya perkara

yang harus dibayarkan ke Bank serta membuat

surat untuk membayar (SKUM), menerima bukti

setoran dari Bank dan membukukannya ke SIPP dan

Buku Jurnal keuangan, menerima dan menyetor

PNBP

4. Mencatat permohonan konsignasi dalam Register

Induk

5. Membuat resume berkas permohonan, Menelaah

dan memberikan pendapat terhadap resume

6. Mempelajari permohonan Konsignasi dan resume/

pendapat Panitera

7. Membuat konsep penetapan perintah penawaran

8. Menandatangani penetapan perintah penawaran

9. Penunjukan Jurusita

10. Melaksanakan penawaran dan membuat berita acara

penawaran

11. Menerima laporan Jurusita

12. Penetapan Penunjukan Hakim pada SIPP

13. Menginput dan mencatatkan penetapan Panitera

Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti pada

SIPP

14. Menetapkan hari sidang melalui SIPP

15. Pemanggilan Pemohon dan Termohon

16. Persidangan dan Penetapan pengesahan Konsignasi

17. Pelaksanaan penitipan Konsignasi sesuai penetapan

18. Menerima permohonan pencairan uang ganti

kerugian oleh yang berhak

19. Penetapan perintah pencairan uang ganti kerugian

20. Penyerahan uang ganti kerugian kepada pihak yang



berhak

21. Minutasi

22. Mengarsipkan dan menyerahkan bundel konsignasi

ke Panitera Muda Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari Kerja

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II Nomor:

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10 Maret

2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk pelayanan Penetapan Konsignasi (Pengadaan Tanah)

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003



7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PENINJAUAN KEMBALI

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum

dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan

Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi



2. Persyaratan

dan Pengadilan Negeri.

1. Pemohon/Kuasanya hadir dan menyatakan mencabut

Permohonan Peninjauan Kembali.

2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

surat kuasa insidentil

3.

4.

Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

Jangka Waktu

Penyelesaian

1. Petugas PTSP menerima permohonan pencabutan PK

2. Panitera Muda Perkara Perdata meneliti

permohonan pencabutan PK

3. Meja III Membuat Akta pencabutan Permohonan

PK

4. Membubuhkan paraf pada konsep Akta Pencabutan

Pernyataan Pemohonan PK dan Menandatangani

Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK

bersama Pemohon

5. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan

PK keKepaniteraan MA

6. Menginput pencabutan pernyataan PK kedalam SIPP

dan mencatat dalam Register

7. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan

permohonan PK serta Menginput tanggal dan

mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan

permohonan PK pada SIPP

8. Mencatat tanggal pemberitauan pencabutan

permohnan PK pada Register Induk Perkara Gugatan

dan Register PK

9. Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan

Pemohonan PK ke Kepaniteraan MA

10. Mengarsipkan berkas perkara PK

60 Menit



5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II Nomor:

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10 Maret

2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk pelayanan Akta Pencabutan PK

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer dan Printer

4. Aplikasi SIPP

5. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Reglement of Rechtsvordering (RV).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan,

Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan

Pembatalan Putusan Arbitrase.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan



Peradilan.

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan Pendaftaran dan dokumen

kelelngkapannya

2. Putusan Arbitrase Nasional

3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

surat kuasa insidentil



3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP Menerima surat permohonan pendaftaran.

2. Panitera Perdata Meneliti berkas Permohonan pendaftaran

putusan Arbitrase.

3. Petugas PTSP memungut dan menyetor penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP), menyerahkan tanda bukti

pembayaran untuk dilanjutkan dicatat dalam buku

register dan pembuatan akta pendaftaran.

4. Staf Panitera Muda Perdata memberikan nomor

pendaftaran dan membuat akta pendaftaran.

5. Panitera menandatangani Akta Pendaftaran Putusan

Arbitrase setelah diparaf Panitera Muda Perdata.

6. Menyerahkan Akta Pendaftaran dan Putusan Arbitrase

tersebut kepada Pemohon

7. Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan

Arbitrase

8. Panitera Muda perdata menerima tanda terima akta

pendaftaran putusan, berkas perkara pendaftaran

Putusan Arbitrase di arsipkan.

4 Jangka waktu

penyelesaian

1 Hari

5. Biaya/tariff Dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang besaran tertuang pada peraturan pemerintah no 5 tahun

2019 yang diserahkan pada Bendahara Penerima melalui

bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan Negeri Pulau

Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :

1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau Punjung.

6. Produk

Pelayanan

Akta Tanda Terima Pendaftaran Putusan Arbitrase

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Buku Register Pendaftar Putusan Abitrase

6. Dokument pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.



9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM

1. Dasar Hukum 1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

NomoKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri



2. Persyaratan 1. Pemohon/Kuasanya hadir dan menyatakan mencabut

permohonan banding.

2. Akta Banding

3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA /

asli surat kuasa insidentil

3. Sistem,

mekanismedan

prosedur,

1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan

banding, Jika banding elektronik maka petugas PTSP

melakukan unduh Surat Permohonan dari aplikasi

eCourt

2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding,

Membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding

3. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta

pencabutan pernyataan banding

4. Penandatanganan Akta Pencabutan Banding

5. Menginput pencabutan Banding kedalam SIPP dan

mencatat dalam Register

6. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan

Banding

7. Menginput tanggal dan mengunggah relaas

pemberitahuan pencabutan permohonan Banding pada

SIPP

8. Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan

permohonan Banding pada Register Induk Perkara

Gugatan dan Register Banding

9. Pengiriman Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan

Tinggi

10. Menginput akta pencabutan pernyataan banding

kedalam SIPP dan Mencatat dalam Register

11. Mengarsipkan berkas perkara banding

4. Jangka waktu

penyelesaian

60 Menit

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang besaran tertuang pada peraturan



pemerintah No 5 tahun 2019 yang diserahkan pada

Bendahara Penerima melalui bank yang secara resmi

ditujuk oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu

Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :

1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Akta Pencabutan Pemohonan Banding

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Buku Register Banding

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3

atau SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255

783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang



Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum

dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan

Tata Usaha Negara di Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi



2. Persyaratan

dan Pengadilan Negeri.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret

2026 Tentang Pembaruan Standar Operasional

Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan

Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri

1. Pemohon/Kuasanya hadir dan menyatakan Mencabut

Kasasi.

2. Akta Kasasi

3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada

kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy KTP penerima

kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli

surat kuasa insidentil

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan

permohonan Kasasi

2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan

permohonan Kasasi

3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan

Pemohonan Kasasi

4. Membubuhkan paraf konsep Akta Pencabutan

Pernyataan Pemohonan KasasI

5. Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan

Pemohonan Kasasi bersama Pemohon

6. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan

Kasasi ke Kepaniteraan MA

7. Menginput pencabutan pernyataan Kasasi kedalam

SIPP dan mencatat dalam Register

8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan

permohonan Kasasi

9. Menginput tanggal dan mengunggah relaas

pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi

pada SIPP, Mencatat tanggal

pemberitahuan,pencabutan permohonan Kasasi

pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register

Kasasi



10. Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan

Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA

11. Mengarsipkan berkas perkara Kasasi

4. Jangka waktu

penyelesaian

1 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang besaran tertuang pada peraturan pemerintah no 5

tahun 2019 yang diserahkan pada Bendahara Penerima

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

pelayanan

Akta Pencabutan Pemohonan Kasasi

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Buku Register Kasasi

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3

atau SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Reglement of Rechtsvordering (RV).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh

Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan

Pelaksanaan danPembatalan Putusan Arbitrase.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

MA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi



Pengadilan.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi

dan Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret

2026 Tentang Pembaruan Standar Operasional

Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan

Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

2. Putusan Arbitrase

3. Surat Pendaftaran Putusan Arbitrase

4. Surat Kuasa

5. Dokumen Pendukung lainnya

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Petugas PTSP menerima pemohonan keberatan

terhadap putusan badan arbitrase

2. Panitera Muda Perdata meneliti permohonan

keberatan terhadap putusan badan arbitrase

3. Kasir menghitung panjar biaya perkara, Memberikan

Slip Setoran Panjar Biaya Perkara yang harus di

bayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk

Membayar (SKUM) ,

4. Kasir menerima bukti setoran Bank dari Penggugat



dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP dan

mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara

dan Kas Bantu, Menginput dan mencatat

pengeluaran meterai dan redaksi pada SIPP dan

Buku Jurnal Keuangan

5. Meja III memungut dan menyetor PNBP kepada

Bendahara Penerima.

6. Meja II Menginput data perkara kedalam SIPP dan

mencatat perkara ke Buku Register Induk.

7. Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara,

8. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim melalui

SIPP.

9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan

Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIP.

10. Meja II mencatat tanggal dan nomor penetapan

Majelis Hakim ,Penunjukan PP dan JS/JSP ke

dalam register Induk perkara perdata dan

menyerahkan berkas perkara pada Majelis,

11. Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara

12. Panitera menerima berkas perkara dari Majelis.

13. Petugas Meja II mencatat penetapan hari sidang

kedalam buku Regster induk.

14. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan

hari sidang dan membuat Relaas panggilan kepada

para Pihak;

15. Panitera membuat surat tugas untuk

Jurusita/Jurusita Pengganti.

16. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relass

kepada kedua belah pihak.

17. Jurusita menyerahkan relas panggilan kepada

Panitera Pengganti.

18. Hakim melaksanakan persidangan 1 dan

selanjutnya;

19. Panitera membuat berita acara.

20. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.

21. Hakim menginput tanggal dan amar putusan

kedalam SIPP.



22. Panitera melaporkan Putusan dan mengambil

materai.

23. Petugas Meja III mencatat tanggal dan amar

putusan kedalam buku Register.

24. Kasir menginput dan mencatat pengeluaran, materai

dan Redaksi pada SIPP dan buku Jurnal.

25. Panitera Pengganti mengunggah/upload file putusan

lengkap ke SIPP.

26. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara

untuk minutasi dengan kelengkapan berkas, buku

Ekspedisi dan sofcopy putusan.

27. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas

yang sudah diputus dan diinput kedalam SIPP dan

menyerahkan berkas perkara yang telah BHT ke

Panmud Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10

Maret 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

pelayanan

Putusan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Buku Register Arbitrase



8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3

atau SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 1 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata



Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK

2. Putusan BPSK

3. Bukti Pendaftaran Putusan BPSK di Pengadilan

4. Surat Kuasa



3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima Permohonan keberatan

terhadap putusan BPSK dalam rangkap 6

2. Panitera Muda Perdata meneliti Permohonan keberatan

terhadap putusan BPSK Kasir menghitung biaya

perkara.

3. Kasir memberikan slip setoran panjar biaya perkara

yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa

Untuk Membayar (SKUM).

4. Panitera Muda Perdata menerima bukti setoran Bank

dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara

ke SIPP dan mencatat kedalam buku Jurnal Keuangan

Perkara dan Kas Bantu.

5. Kasir memungut dan menyetorkan PNBP kepada

Bendahara Penerima.

6. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP

dan mencatat perkara kebuku Register Induk.

7. Petugas Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara.

8. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP

dan mencatat perkara ke Buku Register Induk. Lalu

menyusun kelengkapan berkas perkara.

9. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim

melalui SIPP.

10. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP

sekaligus menunjuk Jurusita melalui SIPP.

11. Petugas Meja II mencatat tanggal dan nomor penetapan

penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

kedalam register Induk Perkara Perdata.

12. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada

Majelis.

13. Hakim membaca berkas perkara dan menetapkan hari

sidang.

14. Panitera menerima berkas perkara dari Majelis.

15. Petugas Meja II mencatat penetapan hari sidang

kedalam buku Regster induk.

16. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan hari

sidang dan membuat Relaas panggilan kepada para

Pihak;



17. Panitera membuat surat tugas untuk Jurusita/Jurusita

Pengganti.

18. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relass

kepada kedua belah pihak.

19. Jurusita menyerahkan relas panggilan kepada Panitera

Pengganti.

20. Hakim melaksanakan persidangan.

21. Panitera membuat berita acara.

22. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.

23. Hakim menginput tanggal dan amar putusan kedalam

SIPP.

24. Panitera Pengganti melaporkan Putusan dan mengambil

materai.

25. Petugas Meja II mencatat tanggal dan amar putusan

kedalam buku Register.

26. Kasir menginput dan mencatat pengeluaran, materai

dan Redaksi pada SIPP dan buku Jurnal.

27. Panitera Pengganti mengunggah/upload file putusan

lengkap ke SIPP.

28. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara untuk

minutasi dengan kelengkapan berkas, buku Ekspedisi

dan sofcopy putusan.

29. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang

sudah diputus dan diinput kedalam SIPP dan

menyerahkan berkas perkara yang telah BHT ke Panmud.

Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

21 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya.

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II Nomor:

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal 10 Maret

2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor



Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

pelayanan

Putusan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Berkas Permohonan keberatan terhadap putusan BPSK.

3. Ruang tunggu.’Ruang sidang.

4. Alat Tulis Kantor

5. Komputer

6. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1,S2 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik.

5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di



Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun

2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno

Rapat Kamar Mahakamah Agung Tahun 2016 sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Gugatan Sengketa Partai Politik

2. Putusan Mahkamah Partai

3. Surat Kuasa Asli surat kuasa khusus yang telah di

daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri: Foto copy

KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto

copy KTA / asli surat kuasa insidentil

4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh

petugas.

3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Petugas PTSP menerima gugatan sengketa partai politik

2. Panitera Muda Perdata Meneliti gugatan sengketa partai

politik

3. Kasir menghiting panjar biaya perkara memberikan slip

setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke

Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM).

4. Panitera Muda Perdata menerima bukti setoran Bank

dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara

ke SIPP dan mencatat kedalam buku Jurnal Keuangan

Perkara dan Kas Bantu.

5. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP

dan mencatat perkara kebuku Register Induk.

6. Petugas Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara.

7. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP

dan mencatat perkara ke Buku Register Induk. Lalu

menyusun kelengkapan berkas perkara.

8. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim

melalui SIPP.

9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP

sekaligus menunjuk Jurusita melalui SIPP.

10. Petugas Meja II mencatat tanggal dan nomor penetapan



penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

kedalam register Induk Perkara Perdata.

11. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada

Majelis.

12. Hakim membaca berkas perkara dan menetapkan hari

sidang.

13. Panitera menerima berkas perkara dari Majelis.

14. Petugas Meja II mencatat penetapan hari sidang kedalam

buku Regster induk.

15. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan hari

sidang dan membuat Relaas panggilan kepada para

Pihak;

16. Panitera membuat surat tugas untuk Jurusita/Jurusita

Pengganti.

17. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relass

kepada kedua belah pihak.

18. Jurusita menyerahkan relas panggilan kepada Panitera

Pengganti.

19. Hakim melaksanakan persidangan.

20. Panitera membuat berita acara.

21. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.

22. Hakim menginput tanggal dan amar putusan kedalam

SIPP.

23. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara untuk

minutasi dengan kelengkapan berkas, buku Ekspedisi

dan sofcopy putusan.

24. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang

sudah diputus dan diinput kedalam SIPP dan

menyerahkan berkas perkara yang telah BHT ke Panmud.

Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

60 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor : 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tanggal



10 Maret 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

Pelayanan

Putusan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Berkas Gugatan Sengketa Parta Politik

3. Ruang tunggu.’Ruang sidang.

4. Alat Tulis Kantor

5. Komputer

6. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1,S2 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.co



STANDAR PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI

INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik di Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di



Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat

pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan



Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat keberatan keterbukaan informasi publik

2. Putusan Komisi Informasi Publik

3. Surat kuasa jika ada

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Petugas PTSP Menerima keberatan keterbukaan informasi

publik

2. Panitera Muda Perkara Perdata Meneliti keberatan

keterbukaan informasi publik

3. Panitera Muda Perdata menghitung besar panjar biaya

perkara

4. Kasir membuat surat untuk membayar (SKUM),

memberikan slip bukti setoran panjar biaya perkara yang

harus di bayarkan ke Bank serta membuat surat kuasa

untuk membayar (SKUM) kepada Pemohon, menerima

bukti setoran Bank dari Pemohon., menginput ke dalam

SIPP dan mencatat ke dalam buku

5. Memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak

(PNBP)

6. Menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat data

perkara kedalam register induk

7. Menyusun kelengkapan berkas perkara

8. Penyerahan jawaban atas keberatan oleh Termohon

kepada Panitera

9. Menetapkan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP

10. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan hari

sidang



11. Hakim melaksanakan persidangan.

12. Panitera membuat berita acara.

13. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.

14. Hakim menginput tanggal dan amar putusan kedalam

SIPP.

15. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara untuk

minutasi .

16. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang

sudah diputus dan diinput kedalam SIPP dan

menyerahkan berkas perkara yang telah BHT ke Panmud.

Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

pelayanan

Putusan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1,S2, S3 atau SMU

sederajat.



9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

sebagai mana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik.

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana

telah diubah Kepaniteraan beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan

Secara Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor

17. 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian,

18. Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Formulir keberatan Gugatan Sederhana

2. Formulir memori keberatan gugatan sederhana

3. Putusan Hakim

4. Surat Kuasa (jika ada)

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Petugas PTSP menerima pendaftaran keberatan

terhadap putusan gugatan sederhana

2. Panitera Muda Perkara Perdata meneliti berkas

keberatan

3. Panitera Muda Perdata menghitung besar panjar biaya

perkara

4. Kasir membuat surat untuk membayar (SKUM),

memberikan slip bukti setoran panjar biaya perkara

keberatan yang harus di bayarkan ke Bank serta

membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM)

kepada Pemohon, menerima bukti setoran Bank dari

Pemohon., menginput ke dalam SIPP dan mencatat ke

dalam buku

5. Memberi Nomor Perkara pada SIPP dan Register Induk

6. Pemberitahuan keberatan dan menyerah kan memori

keberatan ke pihak termohon

7. Menerima kontra memori keberatan, menginput dalam

SIPP dan mencatat dalam register



8. Penetapan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP,

penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Melalui

SIPP

9. Mencatat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan

PP serta Jurusita/JSP ke dalam Buku Register dan

menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim

10. Hakim menentukan jadwal sidang melalui SIPP

11. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan

menyampaikan penetapan hari sidang kepada JS/JSP

Untuk panggilan sidang

12. Melaksanakan Persidangan

13. Penandatangan Putusan oleh Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti

14. Menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan

pada SIPP dan Direktori Putusan

15. Panitera Pengganti menyerahkan berkas minutasi

16. Mengarsipkan berkas perkara pada Panmud Hukum

4. Jangka waktu

penyelesaian

25 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas

II Nomor: 129/KPN.W3-

U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar biaya perkara

dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan Negeri

Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya

perkara melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri

dengan Nomor Rekening : 1110022138297 atas nama

RPL 077 PN Pulau Punjung

6. Produk Putusan



pelayanan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1,S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK

(ECOURT)

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas.

7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.



10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2005 Tentang Pengangkatan Anak.

15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan

tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan.



18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

AdministrasiUsaha Negara Di Pengadilan Secara

Elektronik.

19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan

Pemberkasan Perkara.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas Permohonan secara elektronik

2. Bukti Pembayaran secara elektronik

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima Permohonan melalui e-Court

2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan

validasi panjar biaya perkara

3. Memberi Nomor Perkara pada SIPP dan Register

perkara secara elektronik

4. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal



keuangan

6. Mencatat data perkara pada Register Perkara

7. Penetapan Penunjukan Hakim melalui SIPP/Register

Elektronik

8. Penunjukan: Panitera Pengganti , Jurusita / Jurusita

Pengganti melalui SIPP/Register Elektronik

9. Menyerahkan berkas perkara ke Hakim

10.Menetapkan hari sidang melalui SIPP/Register

Elektronik

11.Menerima berkas perkara dari Hakim dan

menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP untuk

memanggil Pemohon

12.Menerima penetapan hari sidang dan memanggil

pemohon melalui e-Summons Persidangan

13.Penandatanganan Penetapan / Putusan secara manual

oleh Hakim dan Panitera Pengganti

14.Naskah Penetapan / Putusan diunggah ke eCourt

15.Melakukan Verifikasi antara naskah Penetapan/

Putusan terunggah dengan Penetapan / Putusan yang

telah ditanda tangani secara manual oleh Hakim dan

Panitera Pengganti

16.Menandatangani Salinan Penetapan / Putusan secara

elektronik dan mengirimkan kepada para pihak secara

elektronik

17.Mengisi tanggal, amar penetapan / putusan dan e-doc

penetapan / putusan pada SIPP/Register Elektronik

18.Minutasi

19.Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke

Panmud Hukum untuk diarsipkan

3. Jangka waktu

penyelesaian

5 Bulan

4. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas

II Nomor: 129/KPN.W3-

U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar biaya perkara



dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan Negeri

Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya

perkara melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri

dengan Nomor Rekening : 1110022138297 atas nama

RPL 077 PN Pulau Punjung

5. Produk

pelayanan

Penetapan

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Dokument Pendukung

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau SMU

sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

4. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

6. Melalui nomor WA : 085175097392

7. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA

ELEKTRONIK (E-COURT) – MEDIASI BERHASIL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara

di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

PemberitahuanMelalui Surat Tercatat.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan

Secara Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,



Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan

Pemberkasan Perkara.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan Berkas Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan secara

elektronik

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima Gugatan / Bantahan / Perlawanan melalui

E-Court

2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan

validasi panjar biaya perkara

3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

4. Memberi nomor perkara pada SIPP / Register

Elektronik dan Register Induk Elektronik

5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal

keuangan dan SIPP / Register Elektronik

6. Mencatat data perkara pada SIPP / Register Elektronik

7. Penetapan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP /

Register Elektronik

8. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti

melalui SIPP / Register Elektronik

9. Menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim

10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP / Register

Elektronik



11. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan

menyampaikan penetapan kepada Jurusita / JSP

untuk memanggil para pihak

12. Menerima penetapan hari sidang, memanggil Penggugat

melalui e-Summons, membuat dan menyampaikan

relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat

13. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan

Tergugat kepada Panitera Pengganti

14. Sidang pertama

15. Pelaksanaan mediasi

16. Majelis Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian

17. Majelis Hakim menetapkan hari sidang

18. Membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada

para pihak melalui E-Court dan surat tercatat serta

dicatat pada SIPP / Register Elektronik

19. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan

Tergugat kepada Panitera Pengganti

20. Sidang pengucapan putusan perdamaian

21. Penandatanganan putusan secara manual oleh Majelis

Hakim dan Panitera Pengganti

22. Mengunggah tanggal, amar putusan, dan e-doc

putusan pada SIPP / Register Elektronik

23. Naskah putusan diunggah ke E-Court

24. Melakukan verifikasi antara naskah putusan yang telah

terunggah dengan putusan yang telah ditandatangani

secara manual oleh Panitera

25. Menandatangani salinan putusan secara elektronik

26. Minutasi

27. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke

Panmud Hukum untuk diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

75 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1.Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026tentang



panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

6. Produk

pelayanan

Penetapan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 , S2, S3 atau

SMU sederajat.



9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255

783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK

(E-COURT) – MEDIASI GAGAL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Secara Elektronik.



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di

pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4

(empat) Lingkungan Peradilan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

PemberitahuanMelalui Surat Tercatat.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara

Elektronik.

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan

Perkara.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan



SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan Berkas Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan secara elektronik

2. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Menerima Gugatan / Bantahan / Perlawanan melalui E-

Court

2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan

validasi panjar biaya perkara

3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

4. Memberi Nomor Perkara pada SIPP / Register Elektronik

5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan

dan SIPP / Register Elektronik

6. Mencatat data perkara pada SIPP / Register Elektronik

7. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP /

Register Elektronik

8. Penunjukan: Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti

melalui SIPP / Register Elektronik

9. Menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim

10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP / Register

Elektronik

11. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan

menyampaikan penetapan kepada Jurusita / JSP untuk

memanggil Para Pihak

12. Menerima penetapan hari sidang, memanggil Penggugat

melalui e-Summons, membuat dan menyampaikan relaas

panggilan kepada Tergugat

13. Mengunggah relaas pada SIPP / Register Elektronik dan

menyerahkan relaas panggilan Tergugat kepada Panitera



Pengganti

14. Sidang pertama

15. Pelaksanaan Mediasi

16. Majelis Hakim menetapkan hari sidang (lanjutan setelah

mediasi)

17. Membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada

para pihak melalui E-Court dan mencatat pada SIPP /

Register Elektronik

18. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan Tergugat

kepada Panitera Pengganti

19. Persidangan setelah mediasi gagal

20. Penandatanganan Putusan secara manual oleh Majelis

Hakim dan Panitera Pengganti

21. Naskah Putusan diunggah ke E-Court

22. Melakukan verifikasi antara naskah putusan yang

terunggah dengan putusan yang telah ditandatangani

secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti

23. Menandatangani salinan putusan secara elektronik dan

mengirimkan kepada para pihak secara elektronik

24. Mengunggah tanggal, amar putusan, dan e-doc putusan

pada SIPP / Register Elektronik

25. Minutasi

26. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT

(Berkekuatan Hukum Tetap) ke Panmud Hukum untuk

diarsipkan

3. Jangka waktu

penyelesaian

5 Bulan

4. Biaya/tariff Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor



Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

5. Produk

pelayanan

Penetapan

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Dokumen pendukung

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, S1 atau SMU

sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2019

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan PERMA Nomor 1 Tahun

2025

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah

dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang



Pedoman Standar Pelayanan

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan

13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui

Surat Tercatat

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya

18. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021

tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian

Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur



Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan Berkas Gugatan Sederhana secara elektronik

2. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Menerima Gugatan Sederhana melalui e-Court

2. Melakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan

berkas perkara

3. Mengeluarkan SKUM elektronik

4. Menerima panjar biaya perkara dan menyetor

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5. Mengunggah biaya perkara ke dalam buku jurnal

keuangan elektronik dan mencatat pada buku jurnal

keuangan perkara

6. Memberi Nomor Perkara pada SIPP / Register Elektronik

7. Penetapan Hakim Tunggal melalui SIPP / Register

Elektronik

8. Penunjukan:

- Panitera Pengganti

- Jurusita / Jurusita Pengganti melalui SIPP / Register

Elektronik

9. Menyerahkan berkas perkara ke Hakim

10. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan

11. Penetapan tidak memenuhi syarat untuk diajukan

melalui Gugatan Sederhana

12. Menetapkan hari sidang melalui SIPP / Register

Elektronik

13. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan

penetapan kepada Jurusita / JSP untuk memanggil para

pihak

14. Memanggil Penggugat melalui e-Summons, membuat dan

menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat

15. Mengeluarkan biaya pemanggilan dan mengunggah

dalam SIPP / Register Elektronik serta mencatat pada

buku jurnal keuangan

16. Mengunggah relaas panggilan Tergugat dan menyerahkan

kepada Panitera Pengganti



17. Persidangan

18. Penandatanganan Putusan secara manual oleh Hakim

dan Panitera Pengganti

19. Mengunggah tanggal, amar putusan, dan e-doc putusan

pada SIPP / Register Elektronik

20. Mengunggah naskah putusan pada aplikasi e-Court

21. Melakukan verifikasi antara naskah putusan yang

terunggah dengan putusan yang telah ditandatangani

secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti

22. Menandatangani Salinan Putusan secara elektronik dan

mengirimkannya kepada para pihak secara elektronik

23. Minutasi

24. Mengarsipkan berkas perkara pada Panmud Hukum

3. Jangka waktu

penyelesaian

25 Hari Sejak sidang Pertama

4. Biaya/tariff Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

5. Produk

pelayanan

Putusan

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Dokumen pendukung



7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S3, S2, S1 atau

SMU sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de

Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025

7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan

9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pemungutan Biaya Perkara

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya

14. Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor



613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman Kepatuhan

Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan SK Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 Tentang

Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan

Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat pemberitahuan sisa panjar perkara

2. KTP

3. Surat kuasa (jika ada)

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Pengarsipan dokumen pengembalian sisa panjar perkara

2. Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara

3. Meneliti jurnal keuangan perkara

4. Membuat konsep surat pemberitahuan sisa panjar perkara

5. Menandatangani surat pemberitahuan sisa panjar perkara

6. Mengirimkan surat pemberitahuan sisa panjar perkara

7. Menyerahkan / membayarkan sisa panjar perkara

8. Pencatatan pengembalian sisa panjar perkara

3. Jangka waktu

penyelesaian

5 Hari setelah minutasi

4. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh

SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II Nomor:

129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar

biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan

Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara



melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN Pulau

Punjung

5. Produk

pelayanan

Bukti Kwitansi

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau SMU

sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754) 2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

PADA PENGADILAN NEGERI

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2022.

10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional



Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Secara Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan

2. Bukti Pembayaran Bank

3. Memori Banding (jika ada)



3. Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum banding.

2. Memeriksa pembayaran permohonan banding.

3. Meneliti permohonan banding.

4. Menerima dan menyetor PNBP.

5. Melakukan registrasi pada aplikasi SIPP/Register

Elektronik serta mencatat ke Buku Jurnal Keuangan.

6. Melakukan pencocokan data permohonan banding

antara SIPP/Register Elektronik dan e-Court.

7. Membuat konsep akta permohonan banding.

8. Meneliti dan memberi paraf konsep akta permohonan

banding.

9. Menandatangani akta permohonan banding dan

melakukan unggah pada aplikasi e-Court.

10. Mencatat tanggal permohonan banding pada aplikasi

SIPP/Register Elektronik.

11. Melakukan pemberitahuan banding secara elektronik

kepada Terbanding.

12. Menyetor PNBP.

13. Mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik dan

pada Buku Jurnal Keuangan.

14. Penyerahan memori banding oleh Pembanding (jika

ada).

15. Memverifikasi memori banding yang diajukan oleh

Pembanding (bila ada).

16. Pemberitahuan Memori Banding.

17. Menyetor PNBP relaes pemberitahuan memori

banding.

18. Mencatat PNBP pada SIPP dan pada Buku Jurnal

Keuangan (jika ada).

19. Penyerahan Kontra Memori Banding (jika ada).

Memverifikasi kontra memori banding yang diajukan

oleh Terbanding (bila ada).

20. Pemberitahuan Kontra Memori Banding.Menyetor

PNBP relaes pemberitahuan kontra memori

banding.Mencatat PNBP pada SIPP dan Buku Jurnal

Keuangan (jika ada).

21. Mengunggah Bundel A dan B yang belum terunggah



pada aplikasi e-Court. Memverifikasi Bundel A dan B.

22. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak secara

elektronik.

23. Menyetor PNBP Pemberitahuan Inzage kepada

Pembanding dan Terbanding. Mencatat PNBP pada

SIPP dan pada Buku Jurnal Keuangan.

24. Pelaksanaan dan verifikasi Inzage yang dilakukan

oleh pihak.

25. Mengirimkan biaya banding ke Pengadilan Tinggi.

26. Mencatat biaya banding pada SIPP/Register

Elektronik dan Buku Jurnal Keuangan.

27. Melakukan pengiriman berkas banding secara

elektronik ke Pengadilan Tinggi.

28. Pemberitahuan Putusan Banding secara elektronik

kepada para pihak.

29. Menyetor PNBP Pemberitahuan Putusan Banding.

30. Mencatat PNBP pada SIPP dan Buku Jurnal

Keuangan.

31. Mengunduh dokumen elektronik menjadi backup data

dan disatukan dengan berkas perkara.

32. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke

Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari Kerja

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran

ditetapkan oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau

Punjung kelas II Nomor: 129/KPN.W3-

U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar biaya

perkara dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan

Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya

perkara melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri

dengan Nomor Rekening : 1110022138297 atas nama

RPL 077 PN Pulau Punjung



6. Produk

pelayanan

Berkas Banding Terkirim Secara Ecourt

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Meja PTSP, Ruang Tunggu PTSP

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2 atau SMU

sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.Id

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255

783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751)

34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN

KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG NYATA

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun



2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi, sebagaimana telah

diubah dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan

Melalui Surat Tercatat.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Secara Elektronik.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata,

Perdata Agama, dan TUN di Pengadilan Secara

Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

18. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor

1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor



712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024

perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan PK

2. Memori PK dan Softcopy Memori PK

3. Relaas pemberitahuan putusan

4. Surat Kuasa Khusus bila ada

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Mengajukan Permohonan PK, menerima memori PK

dan softcopy memori PK.

2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu

permohonan PK.

3. Menghitung panjar biaya perkara PK.

4. Menerima slip setoran, mencatat pada buku jurnal

keuangan, dan mengunggah ke SIPP/Register

Elektronik.

5. Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Mengunggah permohonan PK ke SIPP/Register

Elektronik.

7. Membuat konsep Akta Permohonan PK dan Akta

Penerimaan Memori PK.

8. Menandatangani Akta Permohonan PK dan Akta

Penerimaan Memori PK yang telah diparaf Panmud



Perdata.

9. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan penyerahan

memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik

dan buku jurnal keuangan.

10. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan

memori PK.

11. Melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan

memori PK kepada Termohon PK.

12. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan penyerahan

memori PK serta mencatat pada SIPP/Register

Elektronik dan Buku Jurnal Keuangan.

13. Mengunggah tanggal pemberitahuan dan relaas

penyerahan memori PK ke SIPP/Register Elektronik.

14. Menerima kontra memori PK (bila ada).

15. Membuat konsep Akta Penerimaan Kontra Memori

PK.

16. Menandatangani Akta Penerimaan Kontra Memori PK

dan Kontra Memori PK yang telah diparaf Panmud

Perdata.

17. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan kontra memori

PK serta mencatat PNBP pada SIPP/Register

Elektronik dan Buku Jurnal Keuangan.

18. Mengunggah tanggal Akta Penerimaan Kontra Memori

PK dan Kontra Memori PK ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

19. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

melaksanakan penyerahan kontra memori PK kepada

Pemohon PK.

20. Mengeluarkan biaya penyerahan kontra memori PK

serta mencatat dalam SIPP/Register Elektronik dan

buku jurnal keuangan.

21. Melaksanakan penyerahan kontra memori PK kepada

Pemohon PK.

22. Mengunggah tanggal penyerahan kontra memori PK

dan relaas penyerahan ke SIPP/Register Elektronik.

23. Mengunduh dan mengunggah pemberkasan ke



SIPP/Register Elektronik.

24. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak.

25. Mempelajari berkas Inzage.

26. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman

Berkas PK serta konsep surat pernyataan

kelengkapan berkas.

27. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas

PK yang sudah diparaf Panmud Perdata dan surat

pernyataan kelengkapan berkas.

28. Mengunggah surat pernyataan kelengkapan berkas ke

SIPP/Register Elektronik.

29. Mengirimkan biaya PK ke Mahkamah Agung.

30. Mengunggah tanggal dan nomor surat pengantar,

berkas, serta dokumen pengantar ke dalam

SIPP/Register Elektronik.

31. Mengarsipkan berkas perkara PK di arsip aktif.

3. Jangka waktu

penyelesaian

65 Hari Sejak Permohonan PK diterima

4. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran

ditetapkan oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau

Punjung kelas II Nomor: 129/KPN.W3-

U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar biaya

perkara dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan

Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya

perkara melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri

dengan Nomor Rekening : 1110022138297 atas nama

RPL 077 PN Pulau Punjung

5. Produk

pelayanan

Berkas Perkara PK Terkirim

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer



4. Printer

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau

SMU sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255

783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751)

34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan

Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan

Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara

Elektronik.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun

2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi, sebagaimana telah



diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2014.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Secara Elektronik.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

Secara Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang

Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya

Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang

Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April

2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang

Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan PK

2. Memori PK dan Softcopy Memori PK

3. Relaas pemberitahuan putusan

4. Surat Kuasa Khusus bila ada

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Mengajukan Permohonan PK, menerima Memori PK,

softcopy Memori PK, dan bukti baru (novum).

2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan

PK.

3. Menghitung panjar biaya perkara PK.

4. Menerima slip setoran, mencatat pada buku jurnal

keuangan, dan mengunggah ke SIPP/Register

Elektronik.

5. Menyetor PNBP.

6. Mengunggah permohonan PK ke SIPP/Register

Elektronik.

7. Membuat konsep Akta Permohonan PK dan Akta

Penerimaan Memori PK.

8. Menandatangani Akta Permohonan PK dan Akta

Penerimaan Memori PK yang telah diparaf Panmud



Perdata.

9. Penunjukan Hakim untuk melakukan penyumpahan

dan pencocokan bukti baru (novum) dengan aslinya.

10. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan penyerahan

memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik

serta buku jurnal keuangan.

11. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan

memori PK.

12. Pemberitahuan dan penyerahan memori PK kepada

Termohon PK.

13. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan penyerahan

Memori PK dan mencatat PNBP pada SIPP/Register

Elektronik serta Buku Jurnal Keuangan.

14. Mengunggah tanggal pemberitahuan dan relaas

penyerahan Memori PK ke SIPP/Register Elektronik.

15. Menerima Kontra Memori PK (bila ada).

16. Membuat konsep Akta Penerimaan Kontra Memori PK.

17. Menandatangani Akta Penerimaan Kontra Memori PK

dan Kontra Memori PK yang telah diparaf Panmud

Perdata.

18. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan Kontra Memori

PK dan mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik

serta Buku Jurnal Keuangan.

19. Mengunggah tanggal Akta Penerimaan Kontra Memori

PK dan Kontra Memori PK ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

20. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

melaksanakan penyerahan Kontra Memori PK kepada

Pemohon PK.

21. Mengeluarkan biaya penyerahan Kontra Memori PK,

mencatat dalam SIPP/Register Elektronik serta buku

jurnal keuangan.

22. Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK.

23. Mengunggah tanggal penyerahan Kontra Memori PK

dan relaas penyerahan ke SIPP/Register Elektronik.



24. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak.

25. Membuat konsep Berita Acara Inzage.

26. Menandatangani Berita Acara Inzage.

27. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman

Berkas PK serta konsep surat Pernyataan Kelengkapan

Berkas.

28. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas

PK dan Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas yang

telah diparaf Panmud Perdata.

29. Mengirimkan biaya PK ke Mahkamah Agung.

30. Mengunggah tanggal dan nomor Surat Pengantar serta

dokumen pengantar ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

31. Mengunggah kembali tanggal dan nomor Surat

Pengantar ke SIPP/Register Elektronik (jika diperlukan

sebagai backup atau verifikasi ulang).

32. Menyimpan arsip berkas perkara PK di arsip aktif.

3. Jangka waktu

penyelesaian

65 Hari

4. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas

II Nomor: 129/KPN.W3-

U16/SK.HK2.4/III/2026tentang panjar biaya

perkara dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan

Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya

perkara melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri

dengan Nomor Rekening : 1110022138297 atas nama

RPL 077 PN Pulau Punjung

5. Produk

pelayanan

Berkas PK Terkirim



6. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3

atau SMU sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255

783 00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN PERKARA PERDATA

KASASI SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung secara Elektronik.

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun

2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan

Permohonan Kasasi, sebagaimana telah diubah dengan

SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui



Surat Tercatat.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Secara Elektronik.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara

Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang Berada di Bawahnya.

18. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor

1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor

712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024

perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan



SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan

2. Memori Kasasi

3. Relaas pemberitahuan putusan

4. Bukti Pembayaran Bank

5. Surat Kuasa Khusus bila ada

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima permohonan Kasasi.

2. Menerima pembayaran biaya permohonan Kasasi.

3. Menerbitkan Akta Pernyataan Kasasi secara elektronik

dan mengunggah kembali pada e-Court.

4. Mencatat permohonan Kasasi ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

5. Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan

pemberitahuan Kasasi.

6. Mencatat tanggal pemberitahuan Kasasi pada

SIPP/Register Elektronik.

7. Mengunduh Memori Kasasi dan mengunggah dokumen

Memori Kasasi ke SIPP/Register Elektronik.

8. Menyetor PNBP pemberitahuan Memori Kasasi.

9. Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan

pemberitahuan Memori Kasasi.

10. Mencatat tanggal pemberitahuan Memori Kasasi pada

SIPP/Register Elektronik.

11. Mengunduh Kontra Memori Kasasi dan mengunggah

dokumen Kontra Memori Kasasi ke SIPP/Register

Elektronik.

12. Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan



pemberitahuan Kontra Memori Kasasi.

13. Mencatat tanggal pemberitahuan Kontra Memori Kasasi

pada SIPP/Register Elektronik.

14. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan Kontra Memori

Kasasi, menginput PNBP pada SIPP/Register Elektronik,

dan mencatatnya dalam Buku Jurnal Keuangan.

15. Mengunduh dan mengunggah pemberkasan ke

SIPP/Register Elektronik.

16. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak.

17. Mempelajari berkas Inzage.

18. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman

Berkas Kasasi serta konsep surat Pernyataan

Kelengkapan Berkas.

19. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas

Kasasi yang telah diparaf Panmud Perdata dan

menandatangani Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas.

20. Mengunggah Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas ke

SIPP/Register Elektronik.

21. Mengirimkan biaya Kasasi ke Mahkamah Agung.

22. Mengunggah tanggal dan nomor Surat Pengantar,

berkas, serta dokumen pengantar ke dalam

SIPP/Register Elektronik.

23. Mengarsipkan berkas perkara Kasasi di arsip aktif.

4. Jangka waktu

penyelesaian

65 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung



6. Produk

pelayanan

Berkas Kasasi Terkirim

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT

FORMIL SECARA ELEKTRONIK

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya

Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali

di Mahkamah Agung secara Elektronik.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun

2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan

Permohonan Kasasi/Kasasi, sebagaimana telah diubah

dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor



1 Tahun 2014.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara

Elektronik.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara

Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk

Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April

2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum



Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan

2. Memori Kasasi

3. Relaas pemberitahuan putusan

4. Bukti Pembayaran Bank

5. Surat Kuasa Khusus bila ada

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima permohonan kasasi.

2. Menerima pembayaran biaya permohonan kasasi.

3. Menerbitkan Akta Pernyataan Kasasi secara elektronik

dan mengunggah kembali pada e-Court.

4. Mencatat permohonan kasasi ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

5. Membuat konsep keterangan tidak memenuhi syarat

formil.

6. Menandatangani konsep keterangan tidak memenuhi

syarat formil.

7. Membuat konsep penetapan Ketua Pengadilan Negeri

(KPN).

8. Menandatangani konsep penetapan KPN.

9. Mengunggah penetapan KPN dan tanggal penetapan

tidak memenuhi syarat formil ke dalam SIPP/Register

Elektronik.

10. Mengirim penetapan tidak memenuhi syarat formil

kepada Pemohon dan Mahkamah Agung.

11. Menyimpan arsip berkas perkara kasasi di arsip aktif.



4. Jangka waktu

penyelesaian

15 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Penetapan KPN

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM

SECARA ELEKTRONIK

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022.

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012



tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan

2. Surat Kuasa jika ada



3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima permohonan pencabutan banding.

Jika banding dilakukan secara elektronik, maka petugas

PTSP mengunduh Surat Permohonan dari aplikasi e-

Court.

2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding.

3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Banding.

4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Akta

Pencabutan Pernyataan Banding.

5. Penandatanganan Akta Pencabutan Banding.

6. Menyetor PNBP Akta Pencabutan Banding.

7. Mengunggah tanggal pencabutan banding ke dalam

SIPP/Register Elektronik.

8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan

banding.

9. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan pencabutan

banding.

10. Mengisi tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan

pencabutan permohonan banding pada SIPP/Register

Elektronik.

11. Mengirimkan Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan

Tinggi.

12. Mengunggah Akta Pencabutan Pernyataan Banding ke

dalam SIPP/Register Elektronik.

13. Mengarsipkan berkas perkara banding.

3. Jangka waktu

penyelesaian

60 Menit

4. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN



Pulau Punjung

5. Produk

pelayanan

Akta Pencabutan Banding

6. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

7. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, S3 atau

SMU sederajat.

8. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

PERDATA SECARA ELEKTRONIK

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di



Mahkamah Agung Secara Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun

2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan

Permohonan Kasasi sebagaimana telah diubah dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2014.

13. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui

Surat Tercatat.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Secara Elektronik.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung



Secara Elektronik.

19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di Bawahnya.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

21. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April

2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Kasasi

2. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang

sudah secara khusus untuk pencabutan



3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima permohonan pencabutan permohonan Kasasi.

2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan

permohonan Kasasi.

3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan

Permohonan Kasasi.

4. Membubuhkan paraf pada konsep Akta Pencabutan

Pernyataan Permohonan Kasasi.

5. Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan

Permohonan Kasasi bersama Pemohon.

6. Menyetor PNBP Akta Pencabutan Kasasi.

7. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan

Kasasi ke Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Mengisi data pencabutan pernyataan Kasasi ke dalam

SIPP/Register Elektronik.

9. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan

Kasasi.

10. Menyetor PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan

Kasasi.

11. Mengisi tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan

pencabutan permohonan Kasasi pada SIPP/Register

Elektronik.

12. Mengirimkan kembali Akta Pencabutan Pernyataan

Permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Mahkamah Agung

(jika belum dilakukan pada poin 7).

13. Mengarsipkan berkas perkara Kasasi.

4. Jangka waktu

penyelesaian

60 Menit

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor



Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Akta Pencabutan Kasasi

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL /

MELEBIHI TENGGANG WAKTU

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di



Mahkamah Agung Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun

2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan

Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

Kasasi/Kasasi.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara

Elektronik.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk

Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April

2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/IV/2025 tentang Perubahan

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Permohonan PK

2. Relaas pemberitahuan putusan

3. Surat Kuasa Khusus bila ada

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima Permohonan PK yang tidak memenuhi syarat

formil

2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan

PK

3. Membuat konsep keterangan tidak memenuhi syarat



formil

4. Menandatangani konsep keterangan tidak memenuhi

syarat formil

5. Membuat konsep penetapan KPN

6. Menandatangani konsep penetapan KPN

7. Mengirim penetapan tidak memenuhi syarat formil

kepada Pemohon

8. Arsip berkas perkara PK disimpan di arsip aktif

4. Jangka waktu

penyelesaian

3 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Penetapan PK Tidak Memenuhi Syarat Formil

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1.Meja PTSP,

2.Alat Tulis Kantor

3.Komputer

4.Printer

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/



4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN EKSEKUSI FIDUSIA

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan

Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang

Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas permohonan Eksekusi Fidusia

2. Surat kuasa jika ada

3. Sertifikat Fidusia

4. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi Fidusia

2. Memeriksa permohonan eksekusi Fidusia

3. Membuat resume permohonan Eksekusi Fidusia

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan eksekusi Fidusia dan berkas

perkara yang dimohonkan Eksekusi

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi



7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi Fidusia dalam Register

Permohonan Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning.

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Menerima Permohonan Sita Eksekusi dan Penarikan

Objek Eksekus

21. Membuat Konsep Penetapan Sita Eksekusi dan

Penarikan Objek Eksekusi

22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi

23. Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi dan

Penarikan Objek Eksekusi

24. Memasukkan data tanggal penetapan Sita Eksekusi dan

Penarikan Objek Eksekusi kedalam SIPP dan mencatat

dalam register

25. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

26. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi

terhadap objek sita dan Penarikan Objek Eksekusi

kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait

27. Melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi dan Penarikan

Objek Eksekusi



28. Pendaftaran BA Sita Eksekusi

29. Menerima Permohonan Lelang

30. Memeriksa permohonan lelang

31. Membuat konsep Penetapan Lelang

32. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

lelang

33. Menandatangani Penetapan Lelang

34. Menginput penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat

dalam register

35. Mengajukan permohonan lelang

36. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan

harga limit

37. Menerima laporan hasil appraisal

38. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisal

39. Membuat konsep penetapan harga limit

40. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan

harga limit

41. Menandatangani Penetapan Harga Limit

42. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang

Kepada Pemohon dan Termohon

43. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke

Kantor Lelang

44. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang

ke Kantor KPKNL

45. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal

pelaksanaan lelang

46. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses

dan jadwal lelang

47. Pengumuman Jadwal Lelang

48. Pelaksanaan Lelang

49. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang

berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor

rekening PN tersebut

50. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi

51. Memasukkan data data pelaksanaan Eksekusi pada



SIPP dan mencatat dalam register

52. Menyerahkan berkas eksekusi Fidusia lengkap ke

Panmud hukum untuk diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

150 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Fidusia

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/



4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor



026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Sertifikat Hak Tanggungan

4. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan lelang Hak Tanggungan

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan



10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning.

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Menerima Permohonan Sita Eksekusi

21. Membuat Konsep Penetapan Sita Eksekusi

22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

Sita Eksekusi

23. Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi

24. Memasukkan data tanggal penetapan Sita Eksekusi

kedalam SIPP dan mencatat dalam register

25. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

26. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi

terhadap objek sita kepada Pemohon, Termohon dan

Pihak terkait

27. Melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi

28. Pendaftaran BA Sita Eksekusi ke Badan Pertanahan

Nasional setempat

29. Menerima Permohonan Lelang

30. Memeriksa permohonan lelang

31. Membuat konsep Penetapan Lelang

32. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

lelang

33. Menandatangani Penetapan Lelang

34. Menginput penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat



dalam register

35. Mengajukan permohonan lelang

36. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan

harga limit

37. Menerima laporan hasil appraisal

38. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisal

39. Membuat konsep penetapan harga limit

40. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan

harga limit

41. Menandatangani Penetapan Harga Limit

42. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang

Kepada Pemohon dan Termohon

43. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke

Kantor Lelang

44. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang

ke Kantor KPKNL

45. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal

pelaksanaan lelang

46. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses

dan jadwal lelang

47. Pengumuman Jadwal Lelang

48. Pelaksanaan Lelang

49. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang

berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor

rekening PN tersebut

50. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi

51. Memasukkan data data pelaksanaan Eksekusi pada

SIPP dan mencatat dalam register

52. Menyerahkan berkas eksekusi Hak Tanggungan lengkap

ke Panmud hukum untuk diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

150 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan



oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI PEMBAYARAN

SEJUMLAH UANG TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Salinan Putusan

4. Sertifikat Hak Tanggungan

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan lelang Hak Tanggungan

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon



9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning.

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Permohonan Eksekusi

21. Membuat Konsep Penetapan Eksekusi untuk

menganggarkan sejumlah uang pada APBN / APBD

22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

Eksekusi

23. Menandatangani Penetapan Eksekusi

24. Menyampaikan penetapan Eksekusi

25. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

26. Menyerahkan berkas eksekusi Hak Tanggungan lengkap

ke Panmud hukum untuk diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita



pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Sejumlah uang terhadap instansi

pemerintah

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan



10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Salinan Putusan

4. Sertifikat Hak Tanggungan

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan lelang Hak Tanggungan

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat



permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning.

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Permohonan Eksekusi

21. Membuat Konsep Penetapan Eksekusi untuk

menganggarkan sejumlah uang pada APBN / APBD

22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

Eksekusi

23. Menandatangani Penetapan Sita Eksekusi

24. Melaksanakan Sita Eksekusi

25. Menerima permohonan lelang

26. Memeriksa permohonan eksekusi lelang

27. Membuat konsep Penetapan Eksekusi Lelang

28. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan

eksekusi lelang

29. Menandatangani Penetapan Lelang

30. Memasukkan data penetapan lelang kedalam SIPP dan

mencatat dalam register

31. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan

harga limit

32. Menerima laporan hasil appraisal

33. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisa

34. Membuat konsep penetapan harga limit

35. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan

harga limit



36. Menandatangani penetapan Harga Limit

37. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang

Kepada Pemohon dan Termohon

38. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke

Kantor Lelang

39. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang

ke Kantor KPKNL

40. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal

pelaksanaan lelang

41. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses

dan jadwal lelang

42. Pengumuman Jadwal Lelang

43. Pelelangan secara elektronik

44. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang

berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor

rekening PN tersebut

45. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi

sejumlah uang

46. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

47. Menyerahkan berkas eksekusi Hak Tanggungan lengkap

ke Panmud hukum untuk diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

30 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN



Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Sejumlah uang

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN EKSEKUSI PENJUALAN LELANG (EXECUTORIAL VERKOOP

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Reglement of de Rechtsvordering (RV)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan

Pendaftaran Tanah

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang



Pedoman Standar Pelayanan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Risalah lelang

2. Berkas Permohonan Eksekusi

3. Surat kuasa jika ada

4. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi Penjualan

Lelang

2. Memeriksa permohonan eksekusi Penjualan Lelang

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan ekskusi Penjualan Lelang

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)



8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning.

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan

penyerahan (eksekusi riil)

21. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi

22. Membuat konsep penetapan Eksekusi Pengosongan

setelah Termohon tidak memenuhi Risalah Lelang

23. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Eksekusi Pengosongan

24. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan

25. Pelaksanaan rapat koordinasi

26. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi

27. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan

28. Pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi kepada

BPN dan Kelurahan setempat

29. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

30. Menyerahkan berkas permohonan Eksekusi Penjualan

Lelang ke Panmud hukum untuk diarsipkan



4. Jangka waktu

penyelesaian

60 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Penjualan Lelang

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003



7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Reglement of de Rechtsvordering (RV)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan

Pendaftaran Tanah

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang



Pedoman Standar Pelayanan.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas Permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Salinan putusan

4. Pemberitahuan putusan

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara

yang dimohonkan Eksekusi

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi



7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilanteguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan

penyerahan (eksekusi riil)

21. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi

22. Membuat konsep penetapan konstatering dan/atau Sita

23. Meneliti dan memberi paraf penetapan konstatering

dan/atau Sita

24. Menandatangani penetapan konstatering dan/atau Sita

25. Pelaksanaan konstatering dan/atau Sita

26. Membuat konsep penetapan Eksekusi Pengosongan

setelah Termohon tidak memenuhi Putusan secara

sukarela dalam waktu paling lama 8 hari setelah teguran

/ Aanmaning

27. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Eksekusi Pengosongan

28. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan

29. Pelaksanaan rapat koordinasi

30. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon,



Termohon dan Pihak terkait

31. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan

32. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

33. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk

diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

60 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Riil

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id



masukan /

apresiasi

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MEMERINTAHKAN MELAKUKAN SUATU

PERBUATAN TERTENTU

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan



Peradilan

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas Permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Salinan putusan

4. Pemberitahuan putusan

5. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara

yang dimohonkan Eksekusi

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam



Buku Jurnal Keuangan

10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilanteguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Menerima permohonan tindaklanjut Eksekusi

melakukan suatu perbuatan tertentu

21. Membuat konsep penetapan Eksekusi melakukan suatu

perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang

22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau

pembayaran sejumlah uang

23. Menandatangani Penetapan Eksekusi melakukan suatu

perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang

24. Pemberitahuan penetapan Eksekusi melakukan suatu

perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang

25. Pelaksanaan Eksekusi melakukan suatu perbuatan

tertentu atau pembayaran sejumlah uang

26. Pembuatan BA Eksekusi untuk melakukan suatu

perbuatan atau pembayaran sejumlah uang dan

Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

27. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk

diarsipkan



4. Jangka waktu

penyelesaian

50 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Memerintahkan Melakukan Suatu

Perbuatan Tertentu

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)

2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392



8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com



PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL YANG BERASAL DARI RISALAH LELANG

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement

voor de Buitengewesten (Rbg)

2. Reglement of de Rechtsvordering (RV)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan



Peradilan

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman

Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2. Persyaratan 1. Berkas Permohonan Eksekusi

2. Surat kuasa jika ada

3. Risalah Lelang

4. Bukti Pembayaran Bank

3. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

1. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi

2. Memeriksa permohonan eksekusi

3. Membuat resume permohonan Eksekusi

4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume

5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara

yang dimohonkan Eksekusi

6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi

7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon

9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam

Buku Jurnal Keuangan



10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat

permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

Eksekusi

11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning

12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Aanmaning

13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning

14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran /

Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register

15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning

17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning

18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

20. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan

penyerahan (eksekusi riil)

21. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi

22. Membuat konsep penetapan konstatering

23. Meneliti dan memberi paraf penetapan konstatering

24. Menandatangani penetapan konstatering

25. Pelaksanaan konstatering Membuat konsep penetapan

Eksekusi Pengosongan setelah Termohon tidak

memenuhi Teguran secara sukarela dalam waktu paling

lama 8 hari setelah teguran / Aanmaning

26. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan

Eksekusi Pengosongan

27. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan

28. Pelaksanaan rapat koordinasi

29. Pemberitahuan

30. Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan

Pihak terkait

31. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan

32. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan

mencatat dalam register

33. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk



diarsipkan

4. Jangka waktu

penyelesaian

50 Hari

5. Biaya/tarif Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan

oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II

Nomor: 129/KPN.W3-U16/SK.HK2.4/III/2026 tentang

panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita

pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II.

2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara

melalui bank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan

Negeri Pulau Punjung yaitu Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening : 1110022138297 atas nama RPL 077 PN

Pulau Punjung

6. Produk

pelayanan

Pelaksanaan Eksekusi Riil Yang Berasal Dari Risalah Lelang

7. Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Meja PTSP,

2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

4. Printer

5. Aplikasi SIPP

6. Dokumen Pendukung

8. Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, atau

SMU sederajat.

9. Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan /

apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS

https://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783

00

5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 34254

6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0754)



2215003

7. Melalui nomor WA : 085175097392

8. Melalui email : pn.pulaupunjung@gmail.com

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada Tanggal 6 Mei 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI

PULAU PUNJUNG KELAS II,

DR. DIANA DEWIANI, S.H., M.H.
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